Profile Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Profile PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30
April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di
Provinsi DKl Jakarta. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam
menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan
berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman
informasi publik.

Visi dan Misi
Visi PPID
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi

hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Misi PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan
bertanggung jawab.

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang
pelayanan informasi.

4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Biro Umum dengan proses yang cepat, tepat,
mudah dan sederhana.

Gambaran Singkat Pembentukan PPID

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong
keterbukaan di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap
orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana.

Berpedoman pada Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen mengawal keterbukaan informasi



publik dengan telah menetapkan beberapa peraturan dan keputusan kepala daerah guna
menindaklanjutinya.

Sebagai langkah penyempurnaan dalam memberikan layanan informasi dan
dokumentasi maka diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai Peraturan
Pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.Sebagai
acuan baru bagi pengelola PPID di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur yang baru
tersebut menjelaskan lebih rinci tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID serta
penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar
layanan informasi publik.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 poin (1)
disebutkan bahwa PPID Utama dijabat oleh pejabat yang menangani informasi dan
dokumentasi serta kehumasan; poin (1) e bahwa PPID Pembantu dijabat oleh pejabat pada
Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi dan diturunkan dalam
Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/362/2025 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan demikian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian, sedangkan PPID Pembantu berada pada setiap OPD/Biro yang merupakan
tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen.
Adapun operator PPID ditunjuk oleh Kepala OPD/BIRO dengan Keputusan Kepala OPD/BIRO,
untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

Tugas dan Fungsi

Sesuai dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pasal 18, disebutkan
bahwa PPID Pembantu bertugas:

e Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

e Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

¢ Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

¢ Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

e Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen PD
di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan

e Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
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